
BUPATI MUSI RAWAS
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 73 TAHUN 2019

TENTANG

TATA KELOLA BADAN I,AYANAN UMUM DAERAH

PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAXAT MEGANG SAKTI

KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbalg : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2)

Peraturarr Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018

tentarB Badan Layanan Umum Daerah, perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Badan

Layanan Umum Daerah Pada Pusat Kesehatan

Masyarakat Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas,

Mengingat : I. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotaprqja Di

Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan

lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan

L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O15

Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 5679);
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Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2OOS tentang

Pedoman Penlrusunan darr Penetapan Standar

Felayanan Minimal fl.emberan Negara Republik

Indonesia ?ahun 2005 Nomor 105, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indoneaia Nomor 4585);

Pelaturan Menteri l(eschatan Nomor 75 Tahun 2014

Tentang Pusat Kesehatan Maslrarakat (Berita Negara

Rcpublik Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 1676h

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun

2018 tenteng Badan Layanan Umum Daerah (Berita

Negara Republik Indon$ia Tahun 2O1a Nomor 1213);

Pcraturan Daerah Nomor lO Tahun 2016 Tentang

Pernbentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Pemorintah Kabupaten Musi Rawas (Irmbaran

Daefah I(abupaten Musi Rawa8 Tahun 2016 Nomor

10).

MEMLTruSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KEI,OLA BADAN

LAYANAN UMUM DAEMH PADA ruSAT KESETIATAN

MASYARAIGT MBGANG SAKII KABT'PATEN MUSI

RAWAS.

BAB I
KETENTUAN I'MUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini l ang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.

2, Pemerintah Kabupaten adalah Femerintah lGbupaten

Musi Ratr'ag.

3. Bupati &ddah Bupati Kabupaten Musi Rawas.

4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas

adalah Dinas Keschatan Kabupaten Musi Rawas.

3.

4.

5.

6.



5, Kepala Dinas Kesehatan yalg selanjutnya disebut

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Musi Rawas.

6. Pusat Kesehatan Masya-rakat selanjutnya disebut

Puskesmas adalah Puskesmas Megang Sakti.

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya

disingkat UPID adatah Unit Pelaksana Teknis Dinas

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala

Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daeral.

9. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat

yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya

pelayanan kesehatan, baik promotif, preventit kuratif
maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah,

pemerintah daerah dan/atau masyarakat,

10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya

disebut sebagai Puskesmas adalah fasilitas pelayanan

kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatar

masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan

tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya

promotif dan preventif, untuk mencapai derajat

kesehatan masyaralat yang setinggi-tingginya di

wilayah kerjanya.

ll.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya

disebut BLUD adalah Perangkat Daerah atau Unit

Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan

pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan

pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan

barang dan/atau jasa yang dijual tanpa

mengutamakan mencari keuntungan dan dalam

melakukaa kegiatannya didasarkan pada prinsip

efi siensi dan produktivitas.
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12. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya

disebut PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan

yang memberikan fleksibititas berupa keleluasaan

untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan

mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai

pengecualiaa dari ketentuan pengelolaan keuangan

daerah pada umumnya.

13. Pola Tata Kelola Puskesmas adalah aturan dasar yang

mengatur tata cara penyelenggaraal Puskesmas.

14. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa

gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif bonus atas

prestasi, pesangon, dar atau pensiun.

15. Kepala adalah Kepala Puskesmas Megang Sakti.

l6.Fleksibilitas adaiah keleluasaan pengelolaan

keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu
yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku

utnum.

17. Peningkatan status BLUD adalah meningkatnya

status unit kerja yang menerapkan PPK-BLUD

bertahap menjadi unit kerja yang menerapkan PPK-

BLUD penuh.

l8.Unit Keda pada SKPD yang menerapkan PPK-BLUD

selanjutnya disingkat BLuD-Puskesmas adalah Unit

Kerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten yang

menerapkan PPK-BLUD.

19. Upaya Kesehatan Perorangan yang selanjutnya

disingkat UKP adalah suatu kegiatafl dan/atau

seralgkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang

ditqjukan untuk peningkatan, pencegahan,

penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan

akibat penyakit dan pemulihan kesehatan

perseorangan.
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20. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya

disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk
memelihara dan meningkatkar kesehatan serta

mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah

kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan

masya.rakat.

21. Pelayanan kesehatan adalah upaya yang diberikan

oleh puskesmas kepada masyara-kat, mencakup

perencanaan, pelaksalaan, evaluasi, pencatatan,

pelaporan, dan dituangkan dalam suatu sistem.

22.Investasi adalah pengeluaran untuk mendapatkan

aset dalam rangka memperoleh manfaat ekonomis

yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam

pelayanan kepada masyarakat.

23. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang

mengaMikan diri dalam bidang kesehatsn serta

memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui

pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis

tertentu memerluka-n kewenangan untr:k melalokan

upaya kesehatan.

24. Pejabat pengelola BLUD adalah pemimpin BLUD yang

bertanggung jawab terhadap kinerja operasional

BLUD yang terdiri atas pejabat keuangan dan pejabat

teknis yang sebutannya disesuaikan dengal

nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang

bersangkutan.

25. Rekening kas BLUD adalah rekening tempat

penyimpanar uang BLUD yang dibuka oleh pemimpin

BLUD pada bank umum untuk menampung seluruh

penerimaan pendapatan dan

pengeluaran BLUD.

pembayaran

26. Pendapatan adalah semua penerimaan dalan bentuk
kas yang menambah ekuitas dana lancar dalam

periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak

akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
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27, Biaya adal,ah sejumlah pengeluaran yang mengurangi

ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang

dan/atau jasa untuk keperluan opcrasional BLUD.

28. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD yang selanjutnya

disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis

dan penganggaran tahunan yang berisi program,

kegiatan, target kinerja, dan anggaran BLUD.

29. Dokumen Pelaksanaan Angaran BLUD yang

selanjutnya disingkat DPA-BLUD edFlah dokumen

yang memrrat pend,apatan dan biaya, proyeksi arus

kas, jumlah dan kualitas bamng danatau jasa yang

akan dihasilkan dan di$makar sebagai dasar

p6laksenqerr angga m oleh BLUD.

30- Rencana Strategis Bisnis yang s€lanjutnya disingkat

Renstra Bisnis BLUD adalah dokumen 5 (lima)

tahunan yang memuat visi, misi, program strategh,

pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebiiakan

operasional BLUD.

31. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya

disingkat sPM adalah spesiEkasi tekni8 Entang tolak

ukur l,ayanan minimat yanA diberikan oleh

Puskesmas kepada maslrarakat.

32, Basis alrrual adalah basis akunt€nsi yang mengakui

pengaruh transsksi da.rr peristiwa lainnya pada saat

pelayanan terjadi, tanpa mempcrhatikaa Baat kas

etau sctara kas diterima atau dibayar.

33. Praldik bisnis yang sehat adalah pen5relenggaraan

fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah

menajemen yang baik dalam rEngka p€mberian

layanal yang bermutu dan berkesinambungan.
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34. Satuan pengawaa internal adalah perangkat BLUD

yang bertugas melakukan pengawasan dan
pengendalian internal dalam rangka membantu

pemimpin BLUD untuk meningkat&an kinerja
pel,ayanan, keuangan, dan pengaruh lirrgkunggn

sosial sekitamya (s*ial resprcibdlitljl dalam

menyelenggarakan bisnis schat-

S5. Laporan keuargan konsolidasian adalah suatu

laporan keuangan yang merupakan gabungan

keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi

schinga tersaji seba8ai satu entitas pelaporan.

BAB II

TATA KEIOI.A

Bagiar Keeatu

Identitas Puskesmas

Pasal 2

Puskesmas Megang Sakti merupakan Puskesmas Rawat

Inap yang terletak di Jalan St ahri Wahab BA, Kelurahan

Mcgang SaLti I, Kccamatan Megang Saldi, Kabupaten

Musi Rawas, Sumatera Selatan Kode Fos 31657, email:

plcnmegangsakt(@mail.com.

Bagian Kedua

Visi, Misi, Nilai-Nilai dan PrinsipPrinsip Tata lGlola

Pasal 3

(1) Visi Puskesmas Megang Saldi ada.lah 'Fenggcrak

Pembangunan Dibidang Kesehatan Menuju

Masyankat Sehat Sempuma Secara Mandiri Dan

Berkeadilar".

(2) Misi Puskesmas adalah:

a. menggerakkan dan mcningkatkan pasrtisipasi

aktif marvarakat delern pembangunan

berwawasan kesehatan;

I-"i;;",*
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b. memelihara dan meningkatkan kesehatan

individu, keluarga, masyarakat dan lingkungan;

dan

c. mengoptimalkan prof$ionalisme SDM dalam

pclaksaanaan pelayanan kesehatan;

(3) Nilai-nilai yang dianut oleh Puskesmas Megang Sal*i
adalah:

a. profesionalisme;

b. kejujuran;

c. keadilan;

d. keterbukaan;

e. kerjasama; dan

f. pelayananpelanggan.

(4) hinsip-prinsip Tata Kelola antara lain:

a. transparansii

b. akuntabilitas;

c. responsibilitas;dan

d. independensi.

Bagian KetiSe

Kedudukan Puskesmas

Pasal 4

Puskesmas Megang Sakti merupakan Unit klaksana
Teknis Dinas Kes€hatan Ihbupaten Musi Rawas.

Bagian K€empat

Tujuan, Lrgas dan Fungsi Puskesmas

Pasal 5

(U Tujurn dsri Puskesmas Megang Sakti:

a. mewujudkan masyaralat yang memiliki peril,aku

schat yang mcliputi kesadaran, Ilemauan, dan

kemampuan hidup s€hat;

b. mewujudkan masyara*at yang rnqmpu

menjangkau pel,ayanan kesehatar bermutu;

c. mewujudkan masyarakat yang hidup dalam

linglungan sehat; darr



d. mewujudkan masyarakaat yang memiliki derajat

kesehatan opritnel, traik individu, keluarga,

kelompok, dan masyarakat.

(2) Puskesmas mempunyai hrgas melaksanakan

Ircbiiakan kesehatan untuk mencapai tujuan
pembangunan keschatan di wifayah kerjanya dclern

rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat.

(3) Dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud

dalam ayat (2), Puskesmas menyelenggarakan fimgsi:

a. penyelenggaraan UKM tinakat pertama di wilayah

kerjanya; dsn

b. penyelenggaraan UKP t.ingkat pertama di wilayah

kerjanya.

Bagian Kelima

Kedudukan Pemerintah Daerah

Pasal 6

Pemerintah Xabupaten Musi Rawas adatah pemitk

Puskesmas Megang Saki.

Pasal 7

(1) Bupati sebagai pimpinsn Pemerirtah Daerah memiliki

kewajiban sebagai berikut:

a, mcnjaga pclayanan Puskesmas agar Dasyarakat

tetap memiliki akses pa.da pclayanan kesehatan;

b. menjaga kesinambungan pelayanan Puskesmas

sebagai bagian dari pelayaran umum;

c. mengembangkan Puske$nag sesuai dengan

perkembangan ilmu dan teknologi;

d. melengkapi tenaga, sa.rana da.n prasarana

Puskesmas dalam rangka meningkatlan mutu
pelayanan; dan

e. melakukan pembinaan dan pengawaaan kepa.da

Puskesmas BLUD melalui Dinas Kesehat€n.
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Pasal 8

(1) Pemerintah Kabupaten sebagai pemilik Puskesmas

bertalggungiawab:

a. terhadap kemajuan dan perkembangan

Puskesmas sesuai dengal harapan masyarakat;

b, terhadap tercapainya pelayanan yang bermutu di
Puskesmas; darr

c. menutup defisit anggaran Puskesmas yang bukaa

karsna kesalahan datam pengelolaan yalg
dibuktikan dengan audit secara independen.

(2)Pemerintah Kabupaten bertanggungiawab atas

tefadinya kerugian pasien yang ditimbulkan akibat
kelalaian staf Puskesmas secara berjenjang sesuai

dengan hierarki Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Dalam menjaga tanggung jawabnya, Bupati sebagai

pemimpin Pemerintah Kabupaten memiliki wewenang

sebagai berikuti

a. menetapkan peraturan tentang tata kelota dan SPM

Puskesmas serta perubahannya;

b. mengangkat dan memberhentikan Pejabat Pengelola

dan Pejabat Struktural;

c. mengangkat dan memberhentikan Tim Penilai dalam

rangka menilai usulan penetapan atqu pencabutan

PPK-BLUD hrskesmas da_n penilaian kinerja
Puskesmas;

d. menetapkar tarif layanan Puskesmas BLUD;

e. menyetujui daa mengesahkan Rencaaa Bisnis dan

Anggaran Puskesmas;

f. menetapkan sistem remunorasi Pejabat Pcngelola dan

Pegawai Puskesmas;

g. memberikan sanksi kepada pegawai yang mel,anggar

ketentuan yalg berlaku dan memberikan

penghargaan kepada pegawai yang berprestasi; dan
h. kewenangan tain sesuai peraturan perundang-

undangan.

10'
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(21

(3)

BAB ITI

SUSUNAN ORGANISASI PUSKESMAS

Bagian Kesatu

Stmkfiir Organisasi

Pasal 10

(f) Organisasi Puskesmas Megang Salrti todiri;
a. kepala Puskeemas;

b. kcpala Sub Bagian Tata Usaha;

c. penanggungiawab Upaya Kesehatan Masyarakat

(UKM};

d. penganggungiawab Upaya

Perseorangan (UXg; dan

Kesehatan

e. penanggunglawab jaringan pelayanan Puskesmas

dan Jejaring fasilitas pelayanan kesehatan.

Bagan struldur organisasi sebagaimana dimakeud

dalaD pesal 10 ayat (1) tercantum dalom Lampiran I
Peraturan Bupati ini.

Kepale Puskesmas merupakan seorang Tenaga

Kesehatan dengan krit€ria sebagai berikut:

a. tingkat pendidikan paling rcndah sarjana (Sl) dan

msmiliLi kompetensi manajemen kesehAtan

masyarakat;

b. mam kerja di Puskesmas minimal 2 (dua) tahun;

dan

c. telah mengikuti pel,atihan msnajemen Puskesmas.

I(epaia Puskesmas bertanggungiawab atas seluruh

kegiatan di Puskesmas.

Dalam Eelaksanakan tanggung jawab Kepala

Puskesmae menencanakan dan mengusulkan

kebuhrhan sunber daya Puekesmas kcpada Dina8

Keschatan Kabupaten.

lGpala Sub Bagian Tata Usaha, mcmbawahi beberapa

kegiatan diarxtaranya Sistem Informaai Puskesmas,

kepegawaian, rumah tangga, dan keuangan.

(4)

(s)

(6)
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(8)

(7) Fenanggungiawab UKM Escnsia.l dan Kepcrawatan

membawahi:

a. pelayanan promosi kesehatan termasuk UKS;

b. pelayanan kesehatan lingkungan;

c. pelayanan KIA-KB yang bcrcifat UKM;

d. pelayanan gizi yalg bcrsifat UKM;

e. pelayanan penccgahan dan pengcndalian

penyakit; dan

f. pelayanan keperawaten kesehatanmasyarakat.

Penanggungiawab UKM Pengembangan membawahi:

a. pelayanan Kesehatan Jiwa;

b. pelaSranan Kesehatan Gigi MasyaraleU

c. pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer;

d. pelayanan Kesehatan Olahraga;

e, pelayanan Kesehatan Indera;

f. pclayanan Kesehatan Lansia;

g, pelayanan Keeehatsn Kerja; dan

h. pel,ayanan Keaehatan Lainnya.

Penanggungiawab UKP, Kefarmasian, den

Iaboratorium membawahi beberapa kegiatan, yaitu:

a. pelayanan pemeriksaan umumi

b. pelayanan kesehatan pigi dan mulut;

c. peleyanan KIA-KB yang bersifat UKP;

d. pelayanan gawat darurat;

e. pelayanan gizi yang bersifat Ufi
f. pelayananpersalinan;

g. pelayanan rawat inap;

h. pelayanan kefarmasian;

i. petayanan laboratorium; dan
j. pelayanan rawatjalan.

(10) .laringan Pelayana[ PKM dan Jaringan Fayankes

membawahi:

a. puskesmas Pembantu;

b, puskesrnaskeliling;

c. biden DeBa; dsn

d. jejariry fasilitas pel,ayanan kesehatan.

(e)
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(11) Puskesmas menyelenggaralGn upaya kes€hatan

masyarakat tingkat pertama dan upaya kesehatan

perseorangan tingkat pertama.

(12) Upaya kesehatan ditaksanakan secara terintegrasi

dan berkesinambungan.

Bagian Kedua

Pejabat Pengelola

Pa6al 11

(1) Fejabat pengelola BLt D tcrdiri atss:

a. pemimpin BLUD;

b. pejabat Keuangan; dan

c. pejabat Teknis (pengangung jawab program).

Bagian Ketiga

Pengangkatan Pejabat FengeloLa

Pasal 12

(U Pejabat pengelola BLUD diangkat dsn diberhentikan

oleh Bupati.

(2) Pemimpin BLUD bertanggung jawab kepada Bupati

melalui kepal,a Dinas Kesehatan.

(3) Pejabat lGuangan dan Pejabat Teknis BLUD

bertanggung jawab lGpada Pemimpin BLUD.

Bagian Keempat

Persyaratan Sebagai Pejabat pengelola

Pasd f3

(1) Pcngangkatan dalam jabatan dan pcrrcmpatan

pcjabat pengelola BLUD scbagaimana dimaksud peda

pasal 12 ayat (U, ditetapkan berdaEaden kompetensi

dan kebutuhan pra.ldik bisnis yang sehat.

(2) KoEpctensi Eebagaimana rlirnrk$rd dalam ayat (1),

merupakan l6marnpnrerr dan keahlian yang dimiliki

oleh pejabat pengelola BLUD berupa pengetahuan

keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan

dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya.
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(3) Kcbutuhan praktik bisnis yang schat scbaggimana

dimaksud dolam ayat (1), merupakan lcepentingan

BLUD untuk meningl€tkan kinerja keuangan dan

non keuangan berdasarkan kaidah-kaidah

manajemen yang baik.

Fasal 14

(1) Syarat untuk dapat disngkat menjadi Pemimpin

Pu8k$mas BLUD adalal:
a, tcnaga kesehatan Strata-l yaag aempuayrai

kemaErpuan, keahlian, integritas, kepemimpinan,

dan diutaEnkan pengalaman di bidang

Puskesmas BLUD;

berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk
mengembangkan ueaha guna kemandirian

Puskesmas BLUD;

memenuhi sDrarat admini8trasi kepegawaian dan

kualifkasi jabatan;

b.

C.

d. pimpinan Puskesmas BLUD yang berasal dari Non

PNS, didasarkan pada hasil uji kelayakan dan

kepatutan (ft and proper tes),

e. masa kerja di Puskesmae minimal 2 (dual tahun;

dan

f. tclah mengikuti pclatihan manajemen Puskesmas,

(2) Syarat untuk diangkat menjadi Pejabat keuangan

adslah:

a. memenuhi kriteria keahlian, inteSritas,

kepemimpinan;

b. berlatar belakang pendidikan ssrjana, diutamakan

bidang keaehatan, ekonomi, dan akuntansi;

c, pejabat Keuangan BLUD harus berasal dari PNS;

d. masa kerja di puskeamas minimal 2 (dual tahun;

e. bcrkelakuen baik dan memiliki dedikasi unh*
mengembangkan usaha guna kemandirian

keuangan;

j elr*t tccnuir i,;' I
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f. 6ckef mel,akukan perbuatan hukum dan tidak
pernah mcnjadi pemegang keuangan perusshaan

yang dinyatakan paitt;
g. mernenuhi syarat adminitrasi kepegawaian dan

kualifi kasi jabatan; dan

h. diutamakan mempunyai latar belatang
pendidiken paling rendah D3 dan mempunyai

pengalaman di bidang atau akunEnsi

dan keadministrasian.

(3) Syarat untuk diangkat menjadi Fejabat Teknis

adalah:

a. memenuhi kriteria keahlian, integritas,

kepemimpinan;

b. berlrelakuan baik dan mcmiliki dedikagi untuk
mengembangkan kegiatan teknis di bidangnya;

c. mcnenuhi syarat admirdstrasi kepegawaian dan

kualifi kasi jabatan; dan

d. diutamakan mempunyai latal belakang

pendidikan paling rendah D3 dan mempunyai

pengslaman di bidang teknis yang menjadi

tanggungiawabnya.

Bagian Kclima

Tanggung Jawab Pejabat Fengglola

Pa6al 15

Pemimpin BLUD bertangung jawab terhadap

operasional dan keuangan BLUD secara uanum.

Pejebat Kcuangan BLUD b€rtanggung jawab terhadap

kcuangan BLUD.

Pejabat Teknis BLUD bcrtanggung jawab terhadap

mutu, standarisasi, administrasi, pcningkatan

kualitas sumber daya manusia, darr peningkatan

sumber daya lainnya.

(l)

(2)

(31
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Bagian Keenam

Hak dan Kewajiban Pejabat Pengelola dan Pegawai

Pasa.l 16

Pejabat pengelola memprmyai hak:

(1) Mendapatkan remunerasi aeauai dengan ket€ntuan
peraturan lrrundangan-undangan dan kemampuan

keuangan daerah;

(2) Mengelola sumber daya sesuai dengan fleksibilitas
yang diberikan oleh Bupeti.

Passl 17

(1) Femimpin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal

11 ayat (4, mempunJ.ai tugas dan kewajiban:

a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi,

mengendalikan, dan mengevaluasi

penyelenggaraan kegiatan BLLJD;

b. menyrsun renstra bisnis BLUD;

c. menyiapkan RBA;

d. mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan

dan pejabat telxris kepada kepala daerah seeuai

ketentuan;

e. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan

BLUD selain pejabat yang tflah ditrtapkan dengan

peraturan perundang-undangan; dan

f. menyampaikan dan mempertangguljawabkan

kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada

Bupati.

(2) Pejabat BLLJD sebagaimana dimaksud

dalam pasal 11 ayat (b), tugEs dan

kewajiban:

a. mengkoordinasikanpenjrusuoanRBA;

b. menyiapkan DPA-BLUD;

c. melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;

d. menyelenggarakan pengelolaan kas;

frt.



e. melakukan peng€lolaan utang-piutang;

f. menyrsun kebijakan pcngelolaan baran& aect

tetap, dan investasi;

menyelenggarakan sietem informasi manajemen

lcuangan; dan

menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan

laporan keuangan.

h.

(3) Pejabat teknh scbagaimana dimaksud dalam pasal f0
ayat (c) mempunyai hrgas dan kew{iban:

a, menlruBrrn penencanaan kegiatan teknis

dibidangnya;

b. melaksanakan kegiatan teknis s€suai RBAi dan

c. mempertanggungiawabkan kinerja operaaional

dibidangnya.

Bagian Ketujuh

Larangan dan Femberhentian Pejabat Pengelol,a dan

Pegawai

Pasal f8

Larangan pejabat pengelola dan/atau pegawai BLUD non

PNS Bebagai berikut;

a. melakukan tindakan yang dapat menutunkan

kehormatan atau martabat pcmerintah kabuparcn;

b. menyalahgunakanwewenang;

c. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan

pribadi dan/atau orang l,ain dengan menggunakan

kewcnangan orang lain;

d. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan,

menyewatan, atau meminjamkan barang baik

bergerak atau tidak dokumen atau aurat

berharga milik pemerintah kabupaten sccara tidak

sah;
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e. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, tcman

sejawat, teman kerja atau orang Lain di dslam

maupun di luar lingkungan kerjanya dengan fqiuan
untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain,
yang sccara langsung atau ddak langsung merugikan
pemedntah kabupatcn;

f. melakukan suatu tindakan atau tida.k melakukan

suatu tindakan yang dapa.t menghalangi atau
mempersulit salah Batu pihak yang dilayani schingga

mengekib|atl(an kerudan bagi yang dilayani;
g, menghalangi berjalannya tugas kedinasan;

h. mencalonkan diri scbagai ca-lon lrcpala

daerah/DPR/DPD/DPRD;

i. ikut serta dalam kampanye calon Presiden/Wakil

Presiden, DPR, DPD, atau DPRD;

j, memberi dukungan kepada calon Kepala

Daerah/lVakil Kepela daerah, dengan cara terlibet
dalA?h kegiatan kampanye.

Pasal 19

(1) Pejabat Pengelola Puskesmas BLUD diberhentikan
karena:

a. meninggal dunia;

b. berhalangan secara tetap selama 3 (tiga) bulan

bertrlrut-trrrut;

c. tidak meliaksanakan tugas dart kewajibannya

dengan baik;

d. melanggar kcbijskan atau ketentuan-ketentuarr

lain yang telah dilst^Fkan;

e. mengundurkan diri karetra alasa[ yang patut;

atau

f. terlibat dalam suatu perbuatan yang melanggar

hukum.
(2) Pembeftentian Fejabat Pengelola Puskesmas BLt D

yang berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.



BAB IV

PENGELOMPOKAN FUNGSI

Pasal 20

Fungsi pelayanan Puskesmas Megang Sakti didasarkan

pada fungsi pelayanan yang meliputi Upaya Kesehatan

Masjrarakat (UKM), Upaya Kesehatan Perseorangan

(UKP), Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jaringan

Fasyankes serta fungsi pendukung pelayanan.

Pasal 21

Fungei pendukung G€bagaimana tersebut pada pasal 20

meliputi fungsi manajemen puskesmas dan satuan

Pengawas Internal.

Pasal22

(1) Tuges pokok Satuan Pengawas Intemal:

a. mengawasi terhadap petaksanaan dan operasional

BLUD Puskesmas;

b. menilai pengendalian pengelolaan dan

pelaksanaan kegiatan BLUD Puskesmas; dan

c. memberikan saran perbaikan kepada Kepala

Puskesmas.

(2) Frrngsi Satuan Pengawas Internal adalah:

a. peLaksana pengawasan terhadap segala kegiatan

BLUD Puskesmas keuangan dan pelayanan;

b. penelusuran kebenaran laporan atau informasi

tentang penyimpargan yang teiadi; dan

c. pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan

aparat pengawas fungsional.

(3) Satuan Pengawas lnternal dibentuk dan di tetapkan

dengan keputusan Kepala Puskesmas;

(4) Satuan Pengawas Intemal berkedudukan dibawah

dan bertaaggung jawab kepada Kepala Puskesmas;

(5) Satuan Pengawas Internal diangkat dan

diberhentikan oleh Kepala Puskesmas.

i
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BAB V

PROSEDUR KER.'A

Pa8al 23

(U Proeedur kerja setiap proses pengelolaan manqierial

dan pclayanan telah didokumcntasikan dalam

Staadat OFrutW Wure (SOP), SOP aerupakan

acuan bagi Beluruh petugas di drlam meLaksanakan

pekerjaan. Acuan pelakssnaan pekerjaan merupakan

bagian vital dalam pengelolaan PuskesEas dan

diharapkan merupal€n suatu standar baku ddam
proses bisnis Puskesmss sehingga pelayanan kcpada

seluruh pengguna dapat mencapai standar yang

(2) Prosedur Kerja sebagaimana dimaksud dalam peda

ayat (1) tercantum dalam I-erlpiran II Pcraturan

Bupati ini.

BAB VI

ESEI.oMSASI

Pasal 24

(1) Eselonisasi Pejabat Pengelola Puskesmas BLUD

discsuaikan dengan ketentuan pcraturan perundang-

undangan,

(2) Jika Pejabat Fengelola Puskesmas BLt D sebagainana

dimaksud dalam aya.t (l) berasal dari Non Pegawai

Negeri Sipil, mat<a hak-hak yang menyangkut

tunjangan jabatan disesuaikan dengan ketentuan

peraturan perundalA-undangan.
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BAB VII

PENGEIOI.AAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 25

(1) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana

dimaksud merupakan pengaturan dan kebljakan yang
jelas mengenai sumber daya rranusia yang

berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif dan

kualitatif/kompeten untuk mendukung pencapaian

tujuan organisasi secara efisien, efektif, dan
produktif.

(2) Sumber daya manusia Puskesmas terdiri atas tenaga

kesehatan dan tenaga non kesehatan.

(3) Jenis dan julr ah tenaga kesehatan dan tenaga non

medis dihitung berdasarkan analisis beban kerja

dengan memlrcrtimbangkan jumlah pelayanan yang

diselenggarakaa, jumlah penduduk dan
persebarannya, karakteristik wilayah kerja, luas

wilayah kerja, ketersediaan fasilitas pelayanan

kesehatan tingkat pertama lainnya di wilayah kerja

dar pembagian wa.lrhr kerja.

(4) Jenis tenaga kesehatan paling Bedikit tErdiri atas:

a. dolter atau dokter layanan primer;

b. dokter gigi;

c. perawat gigi;

d. bidan;

e. tenaga kesehatan masyarakat;

f. tenaga lingkungan kesehatan lingkungan;

g. ahli teknologi laboratorium medik;

h. tenaga gizi;

i. tenaga kefarmasiani dan
j. perekam medik.

(5) Tenaga non keaehatan harus dapat mendukung

kegiatan ketatausahaan, administrasi keuangan,

sistem informasi, dan kegiatan operasional lain di
Puskesmas.
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(6) Tenaga kesehatan di Puskesmas harus bekeia sesuai

dengan standar profesi, standar pelayanan, standar

prosedur operasional, etika profesi, menghormati hak

pasien, serta mengutamakan kepentingan dan

keselamatan pasien dengan memperhatikan

keselamatan dan kesehatan dirinya dalam bekerja.

Setiap Tenaga Kesehatan yang bekerja di Puskesmas

harus memiliki surat izin praktik sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangal.

Ketentuan mengenai pengelolaan SDM non PNS

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati mulai

dari rekrutmen, seleksi, pengangkatan, penempatan,

mutasi, promosi, reuard Wnislanenr, sampai dengan

pemutusan hubungan kerja termasuk pensiun.

BAB VIII

REMUNERASI

Pasal 26

Pejabat pengelola BLUD dan pegawai BLUD dapat

diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat
tanggundawab dan tuntutan profesionalisme yang

diperluka-n.

Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

merupakan imbalan ke{a yang dapat berupa gaji,

tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas

prestasi, pesangon dan/atau pensiun.

Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

untuk BluD-Puskesmas ditetapkan oleh Bupati

berdasarkan usulan pemimpin BlUD-Puskesmas

melalui Kepala Dinas Kesehatan.

Penetapan remunerasi pemimpin BLUD

mempertimbangkan faktor-faktor yang berdasarkan:

a. ukuran (size) dan jumlah aset yarlg dikelola

BLUD, tingkat pelayanan serta produldivitas;

(71
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b. pertimbangan persamaannya dengan industri
pelayanan sejenis;

c. kemampuan pendapatan BLUD bersangkutan;

dan

d. kinerja operasional BLUD yang ditetapkan oleh

Bupati dengan mempertimbangkan antara lain
indikator keuangan, pclayanan, mutu dan

manfaat bagi masyarakat.

(5) Remunerasi pejabat keuangan dan pejabat teknis

ditetapkan paling banyak sebesar 9O7o (sembilan

puluh persen) dari remunerasi pemimpin BLUD.

(6) Remunerasi bagi pejabat pengelota dan pegawai BLUD

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dihitung

berdasarkan indikator penilaian :

a. pengalaman dan masa kefa (basic inder);

b. keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku

(competencg ind,er).,

c. risiko kerja (nbk inde$;

d. tingkat kegawatdaruratan (em.ergencg inde$;

e. jabatan yang disandang (position hdel; dan

f. hasil/capaian lr:r:eqa @erformane inde$.

(7) Bagi pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang

berstatus PNS, gaji pokok dan tunjangan mengikuti

peratumn perundang-undangan tentang gaji dan

tunjangan PNS serta dapat diberikan tambahan

penghasilan sesuai remunerasi yang ditetapkan oleh

Bupati.

(8) Pejabat pengelola yang diberhentikan sementara dari
jabatannya memperoleh penghasilan sebesar soyo

(tima puluh persen) dari remunerasi/honorarium

bulian tera.khir yang berlaku sejak tanggal

diberhentikan sampai dengar ditetaFkannya

keputusan definitif tentang jabatan yang

bersangkutan.

T
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(1)

(9) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diberikan sesuai dengan kemampuan

daerah.

BAB Ix
STANDAR PEI,AYANAN MINIMAL

Pasal2T

Untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan

kualitas pelayanan umum yang diberikan oleh BLUD,

Bup€.ti menetapkan standar pelayanan minimal BLUD

dengan peraturan Bupati;

Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat diusulkan oleh pemimpin BLUD.

Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) harus mempertimbangksn kualitag

pel,ayanan, pemerataan, dan lresetarasn layanan serta

kemudahan untuk mendapatJ<an l,ayanan.

Standar lrlayanan minimal harus memenuhi

persyaratan:

a. fokus pa.da jenis pelayanan;

b. terukur;

c. dapat dicapai;

d. relwan dan dapat diandalkan; dan

e. tepat waktu.

Fokus pada jenis pelayanan sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) huruf a, mengutamakan kegiat3n

pelayanan yang menunjang terwujudnya tugBs dan

frmgsi BLUD.

Terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf
b, merupakan kegiatan yang pencapaiannya dapat

dinil,ai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Dapat dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

huruf c, merupakan kegiatan n5rata, dapat dihitung
tingkat pencapqiannya, rasional, sesuai kemampuan

dan tingkat pemanfaatannya.

(21

(3)

(4)

(s)

(6)

(71
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(8)

(e)

Relevan dan dapat diandalkan, sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) huruf d, merupakan kegiatan

yang sejalan, berkaitan dan dapat dipercaya untuk
menunjang tugas dan fungsi BLUD.

Tepat wal<tu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

huruf e, merupakan kesesuaian jadwal dan kegiatan

pelayanarl yang telah ditetapkan.

BAB X

TARIF I.AYANAN

Pasal 28

BLUD dapat memungut biaya kepad.e masyarakat

sebagai imbalan atas barang dan/ atau jasa layanan

yang diberikan.

Imbalan atas barang dan/atau jasa layanan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan

dalam bentuk tarif yang disusrm atas dasar
perhitungan biaya satuan per unit layanan atau hasil

per investasi dana.

Tarif sebagaimala dimaksud pada ayat (2), termasuk

imbal hasil yang wajar dari investasi dana dan untul<

menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit
layanan.

Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

dapat berupa besaran tarif atau pola tarif sesuai jenis

layaran BLUD yang bersangkutan.

Tarif layanan BlUD-Puskesmas diusulkan oleh

pemimpin BLUD kepada Bupati melalui Kepala Dinas

Keaehatan.

Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5),

ditetapkan dengan peratura! Bupati dar
disampaikan kepada pimpinan DPRD.

Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada

ayat (6) , mempertimbangkan kontinuitas dan

pengembangan layanan, daya beli masyarakat, serta

kompetisi yang sehat.

(1)

l2l

(3)

(4)

(s)

(6)

(7)
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(8) Bupati dalam menetapkan besarafl tarif E€bagaimana

dimaksud pada ayat (6), dapat membentuk tim.
(9) PembentulGn ti"h s€bagaimana dimaksud pada ayat

(8), ditetapkan oleh Bupati yang keanggotaanya dapat

berasal dari:

a. pembina teknis;

b. pembina keuangan;

c. unsur pergtruan tinggi;

d. lembaga profesi.

(10) Peratuan Bupati mengenai tarif layanan BLUD dapat

dihf<uf<an perubahan sesuai kebutuhan dan

perkembangan kcadaan.

(f U Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat

(1O), dapat dilakukan secara keseluruhan maupun

per unit layanan.

(12) Pros6 perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada

ayat (10) dan ayat (11), mcmpertimbangkan

kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli

masyarakat, s€rta komp€tisi yang sehat.

BAB)(I

PENGELOLAAN XEUANGAN

Bagian Kesatu

Pendapatan

Pasal 29

Pendapatan BLUD dapat bersumber dari:

a. jasa layanan;

b. hibah;

c. hasil kerjasarna dengan pihak lain;

d. APBD;

e. APBN; dan

f. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

(1)
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(2) Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa

imbalan yang diperoleh dari jasa layana-n yang

diberikan kepada masyarakat.

(3) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat

berupa hibah terikat dan hibal tidak terikat.
(4) Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat berupa

perolehan dari kerjasama operasional, sewa menyewa,

dal usaha lainaya yang mendukung tugas dan fungsi

BLUD,

(5) Pendapatan BLUD yang bersumber dad APBD

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat

berupa pendapatan yalg berasal dari otorisasi krcdit
anggaran pemerintah kabupaten bukan dari kegiatan
pembiayaan APBD.

(6) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBN

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat

berupa pendapatan yang berasal dari pemerintah

dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau
tugas pembantuan dan tain-lain.

(7) BLUD dalam melaksana-kan anggaran dekonsentrasi

dan/atau tugas pembantuan sebagaimana dimalsud
pada ayat (6), proses trrngelolaan keuangan

diselenggarakan secara terpisah berdasarkan

ketentuan yang berlaku datam pelaksanaan APBN.

(8) Lain-tain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf f, antara lain:

a. hasil penjualan kekayaan yang tidak terpisahkan;

b. hasil pemaafaatan kekayaan;

c. jasa giro;

d. pendapatan bunga;

e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap

mata uang asing;

.il
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(11)

{r2l

f. komisi, potongan ataupun bentuk Lain sebagai

akibat dad penjualan dan/ atau pengadaan

barang dan/ atau jasa oleh BLUD; dan

g. hasil investasi.

(9) Seluruh pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud

pada ayat (l), kecuali yang berasal dari hibah terikat,

dapat dikelol,a langsung untuk membiaya pengeluaan

BLUD sesuai RBA.

(10) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (9),

diperlakukan sesuai peruntukann5ra.

Seluruh pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f,

dilaksanakan melalui rekening kas BLUD dan dicatat

dalam kode rekening kelompok pendapatan asli

daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah

yarrg sah dengaa obyek pendapatan BLUD.

Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (11) dilaporkan kepada Pejabat Pengelola

Keuangan Daera-h setiap triwulan.

Bagian Kedua

BiaYa

Pasal 30

(1) Biaya BLUD merupakan biaya operasional dajl biaya

non operasional.

(2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban

BLUD dalam rangka menjalaakan tugas dan fungsi.

(3) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban

BLUD dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas

dan fungsi.

(4) Biaya BLUD sebagaimana dimaksud Pada ayat (1),

dialokasikan untuk membiayai program peningkatan

pelayanan, kegratan pelayanan, dan kegiatan

pendukung pelayanan.
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(5) Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (4), dialokasikan sesuai dengan

kelompok, jenis, program dan kegiatan.

(6) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), terdiri dari;

a. Biaya pelayanan; dan

b. Biaya umum dan administrasi.

(7) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

huruf a, mencakup seluruh biaya operasional yang

befhubungan langsung dengan kegiatan pelaysrtan.

(8) Biaya umum dan administrasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) huruf b, menca-kup seluruh
biaya operasional yang tidak berhubungan langsung

dengan kegiatan pelayanan.

(9) Biaya pelayanan sebagaimna dimaksud pada ayat (7),

terdiri dsri:

a. biaya pegawai;

b. biaya bahaa;

c. biayajasa pel,ayanan;

d. biaya pemeliharaan;

e. biaya barang dan jasa; dan

f. biaya pelayanan lain-lain.
(i0) Biaya umum dan administrasi sebagaimana pada

ayat (8), terdiri dari:

a. biaya pegawai;

b. biaya administrasi kantor;

c. biaya pemeliharaan;

d. biaya barang dan jasa;

e. biaya promosi; dan

f. biaya umum dal administrasi lain-lain.
(11) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada

ayat (3), terdiri dari:

a. biaya bunga;

b. biaya administrasi bark;
c. biaya kerugian penjualan aset tetap;
d. biaya kerugian penuruoan nilai; dan
e. biaya non operasional lain-Lain

=--r1-r
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(12) Seluruh pengeluarEln biaya BLUD yang bersumber

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (a) huruf
a, huruf b, huruf c, dan huruf f disampaikan kepada

Pejabat Pengelola Keuangal Daerah setiap triwulan.
(13) Seluruh pengeluarar biaya BLUD yang bersumber

sebagaimana dimaksud pada ayat (r2), dilakukan

dengan menerbitkar SPM Pengesahan yartg dilampiri

dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab (SPTJ);

(14) Pengeluaran Biaya BLUD diberikan fleksibilitas

dengan mempertimbangkaa volume kegiatan

pelayanan.

(15) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana

dimaksud pada ayat (14), merupakan pengeluaran

biaya yang disesuaikan dan signilikan dengaa

perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA

yalg telah ditetapkan secara definitif.

(16) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana

dimaksud pada ayat (14), hanya berlaku untuk biaya

BLUD yang berasal dari pendapatan setain dari

APBN/APBD dan hibah terikat.

(17) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana

dknaksud pada ayat (14), tidak berlaku untuk BLUD

bertahap.

(18) Dalam hal terjadi kekurangan alggaran, BLUD

mengajukan usuLan tambaltan anggaran dari APBD

kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah melalui

Kepala Dinas Kesehatan.

(19) Ambang batas RBA sebagaimana dimaksud pada ayat

(15) ditetapkan dengan besaran persentase.

(2O) Besa-ran perBentase sebagaimana dimaksud pada ayat

(19), ditentukan dengan me mpertimbangkan fluktuasi

kegiatan operasional BLUD.

(21) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat

(20), ditetapkan dalam RBA dan DPA-BLUD oleh

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
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(22) Persentase ambang batas tertentu sebagaimana

dimaksud pada ayat (19), merupakan kebutuhan

yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur,

rasional dan dapat dipertanggungiawabkan.

(1)

l2l

Bagian Ketiga

Perenca-naan dan Penganggaran

Pasal 31

BLUD menrusun Renstra Bisnis BLUD.

Renstra bisnis BLUD sebagaimana dimaksud pa.da

ayat (l), mencakup pemyataan eisi, misi, pro8ram

strategis, pengukuran pencapaian kinerja, rencana

pencapaian lima tahunan dan proyeksi keuangan

lima tahunan BLUD.

Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat

suatu ga.rnbaran yang menantsng tentang keadaan

masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin

diwujudkan.

Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat

sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan

sesuai visi yang ditet"f'kan, agar tujuan organisasi

dapat tertraksana sesuai dengan bidangrrya dan

berhasil dengan baik.

Program strategis sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), memuat program yang berisi proses kegiatan yarrg

berorientasi pada hasil yans ingur dicapai sampai

dengan kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima)

tahun dengal memperhitungkan potensi, peluang,

dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Pengukuan pencapaian kineda sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), memuat pengukuran yang

dilakukan dengan menggambarkan pencapaian hasil

kegiatan dengan disertai analisis atas faldor-faldor

internal dan ekstemal yang mempengaruhi

tefcapainya kinerja.

(3)

(4)

(s)

(6)

fN, j



(7) Rencana pencapaian tima tahunan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), memuat rencana capa.ian

kinerja pelayanan tahunan selama 5 (lima) tahun.

(8) Proyeksi keuangan lima tahunan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2|, memuat perkiraan

pendapatan capaiaa kinerja keuangan tahunan

selama 5 (lima) tahun.

(9) Renstra bisnis BLUD sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), dipergunakan sebagai dasar penJrusunan

RBA dan evaluasi kinerja.

(1O) BLUD men)rusun RBA tahunan yang berpedoman

kepada renstra bisnis BLUD.

(11) Pen5nrsunan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis

kineda, perhitungan aluntansi biaya menurut jenis

l,ayanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan

pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari

masyarakat, badan lain, APBD, APBN dan sumber-

sumber pendapatan BLUD lainnya.

(12) RBA merupa.kal penjabaran lebih lanjut dsri program

dan kegiatar BLUD dengan berpedoman pada

pengelolaaa keuangan BLUD.

(13) RBA sebagaimana dimaksud dalam ayat (12),

memuat:

a. kinerja tahun berjalan;

b. asumsi malco dan mikro;

target kinerja;

analisis dan perkiraan biaya satuan;

perkiraan harga;

anggaran pendapatan dan biaya;

besaran persentase ambang batas;

prognosa laporaa keuangan;

perkiraaa maju lJorutard estimat@;

rencana pengeluaran investasi/ modal; dan

ringkasan pendapatan d8n biaya untuk
konsolidasi dengan RKA-Dinae Kesehatan/ APBD.

c.

d.

e.

f.

h.

i.

j.
k.

-t
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(14) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (13), disertai

dengan usulalr program, kegiatsn, standar pelayanan

minimal dan biaya dari keluaran yalg dihasilkan.

(15) Kinerja tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada

ayat (13) huruf a, meliputi:

a. hasil kegiatan usaha;

b. faltor yang mempcnganrhi kine{a;
c. perbandingan RBA tahun berjalan dengan

realisasi;

d. lalrcran keuangan tahun berjalan; dan

e. hal-hal lain yang perlu ditindaklanjuti

dengan pencapaian kinerja tahun

berjalan.

(16) Asumsi makro dan mikro sebagairnana dimaksud

pada ayat (13) huruf b, antara lain:

a. tingkat inllasi;

b. pertumbuhan ekonomi;

c. nilai kurs;

d. tarif; dan

e. volume palaya-nan.

(17) Target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (13)

huruf c, antara l,ain:

a. perkiraan pencapaian kinerja pelayanan; dan

b. perkiraan keuanga-n pada tahun yang

direncglal<an.

(f8) Analisis dan perkiraan biaya satuan sebagaimara

dimakeud pada ayat (13) huruf d, merupakan

perkiraan biaya per unit penyedia barang dan/ atau
jasa pelayanan yang diberikan, setelah

memperhitungkan s€luruh komponen biaya dan

volume barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.

(19) Perkira,an harga sebagaimana dimaksud pada ayat

(13) huruf e, mempakan estimasi harga jual produk

barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan

biaya persatuan dan tingkat margin yang ditentukan

seperti tercermin dari tarif layanan.

PIRAF' I(CC:EDINASI



(2O) Anggaran pendapatan darr biaya sebagaimana ayat

(13) huruf f, mempakan rencarta anggaran untuk

seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam

satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan

dan biaya.

(21) Besaran persentase ambang batas sebagaimana

dimaksud pada ayat (13) huruf g, merupakan besaran

persentase perubahan anggaran bersumber dari

pendapatan operasional yang diperkenaakan dan

ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi

kegiatan operasional BLUD.

(22) Prognosa laporan keualgan sebagaimana dimaksud

pada ayat (13) huruf h, merupakan perkiraan realisasi

keuangan tahun berjalan seperti tercermin pada

Laporaa operasional, neraca, dan laporan arus kas.

(23) Perkiraan majt (fonuard e^stimatel se bagaimana

dimaksud pada ayat (13) huruf i, merupakan

pcrhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran

berikutnya dari tahun yang direncalakan guna

memastikan kesinambungan pmgram dan kegiatan

yarlg telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan

anggaran tahun berikutnya.

(24) Rencana pengeluaran investasi/modal sebagaimana

dimaksud pada ayat (13) hurufj, merupakan rencana

pengeluaran dana untuk memperoleh aset tetap.

(25) Ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi

dengan RKA-Dinas Kesehatan/APBD sebagaimana

dimaksud pada ayat (13) huruf k, merupaka-n

ringkasan pendapatan dan biaya dalam RBA yang

disesuaikan dengal format RKA-Dinas

Kesehatan/APBD-

(26) Untuk BlUD-Puskesmas, RBA sebagaimana

dimaksud dalam ayat (12) disusun dan

dikonsolidasikan dengan RKA-Dinas Kesehatan.

(27) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (26),

dipersamakan sebagai RKA-Puskesmas.
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(28) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (26),

disampaikarr kepada kepala Dinas Kesehatsn untuk

dibahas sebagai bagian dari RKA-Dinas Kesehatan.

(29) RKA-Dinas Kesehatan beserta RBA sebagaimana

dimaksud pada ayat (28), disampaikan kepada

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

(30) RBA sebagaimana dimaksud dalam ayat (28) atau

RKA-Dinas Kesehatan beserta RBA sebagaimana

dimaksud pada ayat (29), oleh PPKD disampaikan

kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

untuk dilakukar penelaahan.

(31) RBA yang telah dilakukan penelaahan oleh TAPD

sebagaimana dimaksud pada ayat (3O), disampaikan

kepada PPKD untuk dituangkan dalam Raacangan

Peraturan Daerah tentang APBD.

(32) Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

sebagaimana dimaksud dalam ayat (31) ditetapkan

menjadi Peraturan Daerah, pemimpin BLUD

melalukan penyesuaian terhadap RBA untuk

ditetapkan menjadi RBA defrnitif.

(33) RBA dehnitif sebagaimara dimaksud dalam ayat (32),

diFakai sebegai dasar penyusunan DPA-BLUD untuk
diajukan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Anggaran

Pasal 32

(U DPA-BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31

ayat (33), mencakup antara lain:

a. pcndapatan dan biaya;

b. proyeksi arus kas; dan

c. jumlah dan kualitas barang dar/atau jasa

akan dihasilkar.

(2) PPKD mengesahkan DPA-BLUD sebagai dasar

pelaksanaan anggaran.

.Jl
35'____1

lpl' I



(3) Pengosahan DPA-BLUD berpedoman pada peraturan

perundang-undangan.

(a) Dalam hal DPA-BLUD sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), belum disahkan oleh PPKD, BLUD dapat

melakukarl pengeluaran uang setinggi-tingginya

sebesar angka DPA-BLUD tahun sebelumnya.

(5) DPA-BLUD yang telal disahkarr oteh PPKD

sebagaimana dimalsud dalam ayat (2), menjadi dasar

penarikan dana yalrg bersumber dari APBD.

(6) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5),

digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal,

barang dan/atau jasa, dilakukan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Penarikan dana untuk belanja barang dan/atau jasa

sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), sebesar selisih

(mism@tc\ jumlah kas yang tersedia ditambah

dengan aliran kas masuk yang diharapkan dengan

jumlah pengeluaran yang diproyeksikan, dengan

memperhatikan anggaran kas yang telah ditetapkan

dalam DPA-BLUD.

(8) DPA-BLUD menjadi lampiran perjanjian kinerja yang

ditandatangani oleh Bupati dengan pemimpin BLUD.

(9) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat

(8), merupakan manifestasi hubungan kerja antara

Bupati dengan pemimpin BLUD, yang dituangkan

dalam perjanjian kir:.eia (@ntracfital performane

agreemenq-

(1O) Dalam perjerrjian kinerja sebagaimana dimaksud

pada ayat (8), Bupati menugaskan pemimpin BLUD

untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan urnum

dan berhak mengelola dana aesuai yang tercantum

dalam DPA-BLUD.

'I
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(l)

l2l

(3)

(1f) Perjanjian kinerja sebagaimana disraksud pada ayat

(8), antara lain memuat kesanggupan untuk

meningkatkan:

a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;

b. kinerja keuangan; dan

c. manfaat bagi marvarakat.

Bagian Kelima

Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungiawaban

Pasal 33

BLUD menerapkan sistem informaai manqiemen

keuangan sesuai dengan kebutuhan praktik bisnis

yang ichat,

Setiap transaksi keuangan BLUD dicatat dFle'n

dokumen pendukung yang dikelola Eecara tertib.

Fenyelenggaraan akuntansi dan laporaa keuangan

scbagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan

basis alrual baik dalam pengakuan Pendapatan,

biaya, aset, kewajiban dan ekuitas dana.

BLUD mengembsnglan dan menerapkan sistem

akuntansi dengan berpcdoman pada Etandar

akuntensi yang bedaku untuk BLUD yang

bersangkutan dan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 34

(l) Laporan kcuangEn BLUD tcrdiri dari:

a. neraca yang menggambarkan posisi keuangan

mengenai asct, kewajiban, dan ekuitas dana pada

tanggal tertentu;

b. Laporan operasional yang bcrisi informasi ju:mlah

pendapatan dan biaya BLUD sclama satu Periode;

(4)



c. traporan arua kas yang menyajikan informasi kas

berkaita! dengan aktivitas olrcrasional, investasi,

dan aktivitae pendanaan dan/atau pembiayaan

y6ng menggambarkan saldo awal, penerimaan,

p€ngeluaran, dan saldo akhir kas selama periode

tertentu; dan

d. catatan atas laporan keuangan yang berisi

penjelasan naratif atau rincian dari angfta yang

tertera dalam laporan keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana rlirnaksud pada ayat

(f), disertai dengan l,aporan kinerja yang berisikan

informasi pencapa.ian hasil/ keluaran BLUD.

(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(U, diaudit oleh pemerikea ekstEmal sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

(4) Setiap triwulan BLlrD-Puskesmas menyusun dan

menyampaikan laporan olrrasional dan laporan arus

kas kepada PPKD melalui Kepala Dinas Kesehatan,

pafing lambat 15 (lima belas) hari setelah periode

pelaporan berakhir.

(5) Setlef scmesteran dan tahunan BLuD-Puskesmas

wajib menyusun dan menyampa.ikan laporan

keuangan lengkap yang terdid dari laporan

operasional, neraca, laporan arus kas dan catatan

atas laporan keuangan discrtai laporan kinerja

kepada PPKD melalui Kepala Dinas Kesehatan untuk

dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Dinag

Kesehatan dan pemerintah daerah, paling lambat 2

(dua) bulan s€telah periode pelaporan berakhir.

(6) Penyusunan lalrcran keuanggn sebagaimana

di'naks.l'd dalam ayat (4) dan dalam ayat (5) untuk

kepentingan konsolidasi, dilnlnrkqq berdasarlon

standar akuntansi pemerintah.
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(1)

t2l

(3)

(4)

BAB )OI

PENGELOI,AAN SUMBER DAYA LTIN

Pasal 35

Sumber daya lain adoleh seluruh aset dsn kegiatan

yang menghasilksn pendapatan diluar pendapatan

opcrasional dan dilclola olch Puskcsmas'

Pengelolaan sunber daya lain diupayakan untuk

meningkatkan mutu petralranan dan operasional serta

kelsncaran tuSas pokok dan fungsi Puskesmas.

Pengelolean eumber daya yang beruPa alat kes€hatan

wajib dilakukan kalibrasi alat secara berkala.

Sktem pengelolaan sumber daya lain disusulkan oleh

Kepala Puskesmae melalui KePela Dinas Keschatan

untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati'

BAB XIII

PENGELOLEAN UNGKUNGAN

Pasal 36

(1) Dalarn menjaga kelestsrian lingkungsn, Puskesmas

wajib mengelola limbah Puskeemas melalui

penJrusunErn UPL {Upaya Fengelolaan t ingkungan)

dan UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan) sesuai

dengan ketentuan peratuan perundang-rmdangan.

(2) Pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi pengelolaan limbah padat dan cair,

pengaq/asan, dan pengendalian vektor.

(3) Pengelolaan limbah cak neiib menenuhi syarat baku

mutu yang ditetapkan secsra nasiolal dan rtgional

meliputi pengelolaan secara kimiawi, lisik dan biologis

sebelum dibuang ke

(4) Dafam mengelol,a limbah padat (sampah), Puskesmas

wajib memisahkan sampah medis dari samPah non

medis.

(5) Pengelolaan sampah medis wajib mematuhi

ketentuan peraturart perundang-undanggn.



BAB XIV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagisn Kesatu

Pembinaan
Pasal 37

(1) Pembinaan teknis Puakesmas dilakukan oleh Kepala

Dinas Kesehatan.

(2) Pembinaan ketrangan Puskesmas dilakukan oleh

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD|.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 38

(U Pengewasan Puskesmas dilakukan oleh Inspcktorat

IGbupaten.

(2) Pengawasan operasional dapat dilakukan oleh

Satuan Pengawas Internal (SPl).

BAB XV

EVALUASI DAN PEMIAIAN KINER.JA

Pasal 39

(f) Evaluasi dan penilaian Kinerja BlUD-Puskesmas

dilakukan setiap tahun oleh Bupati terhadap aspek

keuangan .lp" non keuangan.

(2) Evaluasi yang dilakukan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), dipergunakan untuk mengukur

tingkat pencapaian hasil PPK-BLUD sebsSaimana

ditetapkan dalsm Rencana Stratfgis Bisnis (Renstra

Bisnis) dan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA).

BAB XVI

KETE}TTUAN IAIN.I,AIN

Pasal 40

Bupati berwenang untuk men€tapkan berbagai

ketentuan dan peraturan pelaksanaan untuk

melakssnal(an pola tata kelol,a ini' yang meliputi

Peraturan Puskesmas, Peraturan tentang ketenagaan,

Ecrta peraturan lain yang tidak dicantuml€n dalam pola

tata kelola ini atae usulan Kepala Puskesmas.

PARAF KOURLII'IASI



BAB'(vII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal4l

Fere0rran ini berlahr s€jak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengrtahuinya, memerintahkan

Fengundangan Peraturan Bupati ini dengan

Fncmpatannya dalam Bcrita Daerah l(abuPatcn MuBi

Rawas.

Ditctaokan di Muara Beliti
pada ;ne&rl ( fePnU 2019

IJNAWAN

SEKRETARISDAEMH
KABUPATEN MUSI NAUIAS

Diundangkan di Muara Bcliti
pada tanggsl 6 &P12r$b 2olg

PRISXODESI

BERITA DAERAH IGBI'PATEN MUSI RAWAS TAIIUN 2019 NOMOR..?3
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I,AMPIRAN II : PERATI,,RAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR I 7J TAHUN 2019
TENTANG TATA KEI.oIA BADAN
IAYANAN UMUM DAERAH PADA
PUSIIT XESEHATAN MASYARATAT
MEGANG SAI('II KABI,'PATEN MUSI
RAWAS

PROSEDUR KER'JA ruSKESIMAS MEGANG SAIO1

I. SOP Felayanan

A. SoP pada Upaya l&sehatan Peroiangan (U@ Puskesmas Mcgang

Sakti

l. SOP Felayanan Gawat Darurat;

a. SOP Fenerimaan Pasicn;

b. SOP Femulangan Pasien; dan

c. SOP PembaJraren Pasien:

l) Tunai

2) Nm Trmai

2. SOP Fetrayanan Rawat Jalan;

a. SOP Penerinaan Pasien;

b. SOP Femulangan Pasiea; dan

c. SOP Fembayaran PaEien:

rl furai
2) Non funai

3. SOP Feleyanan Rawat Inap;

a. SOP Penerimaan pasien

b. SOP Femulangan Pasien

c. SOP Pembayaran Pasien

1) Tunai

2) Non T\nai
4. SoP Fersalinan;

5. SOP Fel,ayarun laboretorium Sederhana;

6. SOP Fclayanan Farmasi;

7. SOP Felayanan Gizi;

8. SOP Fel,ayanan Pasien Kelusrga Mkkin;

9. SOP Pelayanan Rekam Medik;

lO. SOP PenAelotraan Limbah;

PARAF I(OORDINASI
1 . SOP Administrasi dan Msnajemen;



12. soP Felayanan Ambulans;

13, SOP Pemeliharaan;

14. SOP Penceqaban dan Pengendalian Infeksi; dan

15. SOP Felayanan l(eamanen.

B. SOP pada Upaya lGsehatan Masyamkat (t,IOr) Ptrs&esmas Sumber

Harta

1. SOP Felayanan Kesehatan Ibu Hrrrril;

2. SOP Felayanan K$ehatan Ibu Bersslin;

3. SOP Pelayanan Keschatan Bayi Baru Lahi$

4. sOP Pelayanan Kesehatan Balita;

5. SOP Pelaya;ran KesctEtan pada Usia Pendidi&an Dasar;

6. SOP Felayanan Keseiratan pada Ueia Produktif;

7. SOP Felayanan ltusehatan pada Usia Isjuq
8. SoP Felayanan Kesehatan FEnderita Hipertensi;

9. SOP ftlayanan l(csehatan F"rderita Diabete3 Mclitu3;

10. SOP Felayanan Keseharan Orang dengan Ganguan Jiwa Beraq

ll.SOP Felayanen Kesehatan Orang dengan Ttrberkulosis (Its);

dan

12. SOP Felayanan Keschatan Orang dcngan Risiko Terinfeksi HIV.

tr. SOP Selairt Pelayanan

A. SOP Fegasai

1. SOP Rekuitmen Fegawai;

2. SOP FengembangEn dan Kompetcnsi; dan

3. SOP Femberhentian Pegawai

B. SOP Sarana dan PraEarana

1. SOP Pengadaan

2. SoP Femeliharaan

RAWAS


